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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum pekerja anak khususnya pada sektor informal belum
terlaksana dengan baik karena terdapat kendala-kendala dari pihak:
a. Pemerintah
1) Kemampuan pemerintah daerah yang masih terbilang kurang untuk
mengatasi banyaknya pekerja anak yang ada di Kabupaten Sleman.
2) Kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pekerja anak.
b. Pekerja anak
1) Tidak memiliki semangat belajar.
2) Ingin-membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok.
3) Tidak mempunyai biaya untuk sekolah.
4) Ingin menambah uang jajan.
5) Faktor lingkungan dan keadaan keluarga yang menuntut pekerja anak
untuk bekerja.
c. Kendala dari orang tua
1) Kebutuhan kesejahteraan anak dan keluarga yang belum terpenuhi.
2) Dengan upah dari anak, maka kebutuhan pokok dan tambahan dapat

terpenuhi.
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3)  Tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak.
4)  Kurangnya pengetahuan orang tua tentang perlindungan hukum pekerja

anak.

2. Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dalam
menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja
anak sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman adalah membuat
program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Program Keluarga
Harapan yang di selenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
Memberikan pendampingan terhadap anak supaya anak mau kembali ke
sekolah dengan Program PPA-PKH 2016 yang dilaksanakan sejak bulan

April 2016 sampai dengan bulan September 2016.

B. Saran
Dari hasil pembahasan memunculkan rekomendasi yaitu:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman seharusnya
menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan agar dapat
meningkatkan dan memaksimalkan peran pengawasan terhadap pengusaha
yang mempekerjakan anak.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman sebaiknya segera
mengadakan sosialisasi tentang perlindungan hukum pekerja anak terhadap

masyarakat terutama pengusaha yang mempekerjakan anak
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3. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, seharusnya memberikan
sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja anak yang
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Perlu diadakan pendampingan terhadap orang tua agar dapat memotivasi
anak untuk sekolah dengan tujuan mengurangi jumlah pekerja anak di
Kabupaten

Sleman.
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